BAB IV
ANALISISPRAKTEK JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KIKSBAITUTTAMWILTAMZIS

CABANG BANJARNEGARA

A. Analisis Praktek Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah

di KJK S Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara

Pembiayaanmudharabahmerupakan kontrak yang melibatkan
dua kelompok, dimana pihak pertama (pemilik dananyadiakan
seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola) daerdindak
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagiaantareka sesuai
kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanyaggjteng pengelola
dana' TAMZIS memberikan modal kepada anggota dan dikekan
sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sessaepikatan kedua
belah pihak. Sebagai salah satu lembaga keuangamalgsy KIKS
Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara menetaplayarat-
syarat pembiayaan berupa : gambaran umum usahspeiraisaha,
tujuan penggunaan, jumlah dan jangka waktu, kead@aangan,
jaminan dan persyaratan lain.

Pembiayaan di atas menunjukan kerjasama dengamituent
100% modal darishahib maal yaitu pihak bank dan keahlian

(pengelola) darimudharib yaitu dari nasabah yang mengajukan

! Lukman Hakim Prinsip-prinsip Ekonomi IslanSurakarta : Erlangga, 2012, him. 104.
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pembiayaan untuk usaha. Dalam praktiknya, KJKS uBainwil
TAMZIS memberikan dana kepada nasabah untuk pergegain
usaha. Dalam pengajuan pembiayaan ini, usaha ytakykhn harus
minimal telah berdiri selama 1 tahun. Setelah pegapembiayaan
beserta syarat-syaratnya diberikan kepada TAMZEuth termasuk
agunan atau jaminan), pihakahibul maalakan melakukan survey
dan analisa terhadap pengajuan pembiayaan yangkaimjoleh
mudharib Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah ujliset
maka dibuatkan kesepakatan akad pembiayaadharabahbeserta
perikatan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan.

KJKS Baituttamwil TAMZIS menggunakan jaminan dalakad
pembiayaan mudharabah setelah adanya aturan Fatwa Dewan
Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentan
PembiayaaMudharabah(Qiradh). Untuk lebih menjaga kepercayaan
dan kemaslahatan bersama dengan adanya aturan maenge
diperbolehkannya menggunakan jaminan dalam akadbipgaan
mudharabah maka pihak dari KJKS Baituttamwil TAMZIS
menggunakan jaminan sebagai acuan dalam pembeaiza dhalam
pembiayaan, yang nantinya akan diberikan kepadabahs atau
anggota yang mengajukan pembiayaan.

Jaminan dalam pembiayaan ini merupakan hak danakeln
atas barang jaminan yang diserahkan kepstuhibul maalguna

menjamin pelunasan kewajiban apabila pembiayaamy yhirerima
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oleh mudharib tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang
diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 (1)
tentang Perbankan dikatakan bahwa ketika suatuadgankeuangan
memberikan pembiayaan kepada nasabah haruslahiadidengan
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dtédadi dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk meliaagnya atau
mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diplesja.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB IIl bahwa jamiharus
ada dalam akad pembiayaan mudharabah karena dmmayding
sebagai pengikat dan penjaga kepercayaan sert& orgnghindari
resiko penyelewengan dari anggota yang mengajulembiayaan.
Jenis-jenis jaminan yang digunakan oleh anggotabgman di
KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara adasahntifikat
tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)bil atau
motor, sertifikat ruko atau toko.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah perjanjrenahan
sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, atawadikan suatu
benda bernilai menurut pandanggrara’ sebagai tanggunganarhun
bih, sehingga adanya tanggungan hutang itu selurulh sebagai
hutang dapat diterima.

Menurut Syafi'i Antonio, Gadai syariah adalah mearalsalah

satu harta milik nasabalfrahin) sebagai barang jamingmarhun)
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atas utang atau jaminafmarhun bih) yang diterimanyaMarhun
tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikignhak yang
menahan atau penerima ga¢faurtahin) memperoleh jaminan untuk
dapat mengambil kembali seluruh atau sebagianrguta

Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yastitdr tidak
menyerahkan benda jaminan secara fisik kepadatkraditapi tetap
berada di bawah kekuasaan debitur, namun pihaktudebdak
diperkenankan mengalihkan benda jaminan terselpaideepihak lain
(debitur menyerahkan hak kepemilikan atas bendangmkepada
kreditur).

Dalam prakteknya jaminan pembiayaan dalam KJKS
Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara adalah agudengan
sertifikat tanah atau BPKB, bukan barang jaminangyalitunjuk
seperti televisi, kulkas dan lain sebagainya. TABIZBng beroperasi
dengan prinsip-prinsip muamalah, tentunya setiagakan dilandasi
oleh muamalah itu sendiri. Salah satunya adalalumpgr TAMZIS
benar-benar menjaga amanat dari anggota yaitu @@mipang
diamanatkan atau dititipkan. Karena jaminan merapakenguat
kepercayaan atau amanat. Jsttkhibul maaimenjaga amanat berupa
jaminan sedangkamudharib menjaga amanat berupa modal untuk
mengelola usaha.

Firman Alloh SWT :

OxoV0E R SOCO 60N o0 FIQT...
...... FLAECN.E QS o DY ESNT DS
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Artinya : “....Supaya harta itu jangan beredar diaga orang-
orang kaya saja di antara kam@...”

Berdasarkan ayat di atas dikatakan bahwasanya lsda
kekayaan tidak hanya beredar atau ada pada orang-d&iaya saja
karena kamu miskin pun mempunyai hak yang samakudapat
memiliki harta tersebut. Jika sistem jaminan ibetlakukan secara
keseluruhan atau menjadi syarat wajib dalam senembg@yaan,
bagaimana terhadap masyarakat miskin yang tidakilikefaminan
dikarenakan keterbatasan ekonomi padahal mem#ikiginan tinggi
untuk menjalankan usaha? Hal tersebut tidak mencd@n i'tikad
baik dari Lembaga Keuangan Syari'ah, dimana sehgeaus
mengayomi dan menjalankan segala sesuatu yang adgar
berlandaskan pada sumber hukum Islam.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2huh
2008 Pasal 26 tentang Perbankan Syari’'ah, dijetabkhwa agunan
adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergeakun benda
tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agukepada Bank
Syari'ah dan/ atau UUS, dengan tujuan guna menjgminnasan
kewajiban nasabah yang menerima fasilitas.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang
dianjurkan oleh syariah dikarenakan dari pembiay@asebut dapat
menyebabkan sektor rill terdukung dan juga kestabékonomi akan

menjadi lebih baik. Namun dalam hal ini, perbankangat berhati-

2Q.S. Al-Hasyr : 7.
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hati dalam menawarkan pembiayaanudharabah dikarenakan
kekhawatiran terhadap kecurangan dari pengelolhau@audharib.

Keadaan tersebut menjadikan bank syariah dalam afaekpn
operasi lebih berorientasi pada bisnis, kurang neehgtikan
kemaslahatan umat.

Hal tersebut seharusnya terpacu pada maqasidualsyaitu (a)
meniadakan bahaya, menghilangkannya dan memutu@sygrinsip
syariah yang lima yaitu memelihara agama( kés), menjaga
individu (U« kis), memelihara akalk!! kés), memelihara keturunan
() sy dan menjaga hartal@l! kés): (c) alasan-alasan khusus atas
hukum figih; (d) kemutlakan maslahah baik ia unto&narik manfaat
atau untuk menolak mafsadah (keburukan). Namun tddjihat
bahwasanya praktek pembiayaan yang ada saatuhi,dari lingkup
syari’ah. Lebih cenderung mengikuti tradisi ataddya Barat.

Dalam Islam tidak ada perbedaan antara kaum kayanaiskin,
semua sama. Namun dengan adanya praktek jaminaam dal
pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syari’ambuat
perbedaan yang jelas dari kalangan yang mampuidak tmampu.
Praktek jaminan dalam Lembaga Keuangan Syari’alerdikan
secara keseluruhan kepada debitur, hal tersebhntdati pandangan
hukum Islam yang secara realnya selalu memberikemuklahan

disetiap kesulitan yang ada. Berdasarkan FirmaohAll

NOFORD W S HASE ORN e ...
HAeY OQRO LRS PO O0€D
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&P HFCOTO0€ED MOLTORD M@
CHBOD a0 BE UNEOn S QK40
NENE<-60 HoRETROO &P
&R F HXINIO s a0
Artinya : (5) Karena Sesungguhnya sesudah kesulitarada
kemudahan, (6) Sesungguhnya sesudah kesulitanlatkkemudahan,
(7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatsan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (8)hderya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berhatrap.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memberikanukiaman
disetiap adanya kesulitan. Hal tersebut tidak latlidengan adanya
praktek jaminan dalam pembiayaan di LKS, ketikaitdelmelakukan
wanprestasi maka dilakukanlah musyawarah secarsarmarsama
untuk menentukan apakah akad pembiayaan dapafutilan atau
tidak. Adapun jika akad pembiayaan tidak dilanjatkdikarenakan
debitur tidak dapat membayar kewajiban, maka jamaian dilelang.
Hasil dari pelelangan apabila kurang untuk menutkg@ivajiban
kreditur maka debitur wajib melunasi kewajiban yangsih kurang.
Hal inilah yang kurang sesuai dengan aturan-atdatam Islam.

Jaminan yang awalnya ditaksasi sesuai dengan kahijaKs,
ketika dilakukannya pelelangan didapat tidak seslesmigan taksasi
menjadikan debitur menjadi lebih terbebani. Dikalam seharusnya
debitur terlepas dari beban tersebut, karena takb@kukan oleh
LKS sendiri bukan dari debitur. Hal tersebut jugah dari magasid

Asy-syari’ah, yang lebih terfokus atau mementinglkarsan duniawi.

®Q.S. Alam Nasyrah : 5-8.
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Keadaan di atas tidak lepas dari posisi pembiayeank dalam
produk mudharabah dalam kontrak praktek hukum ekonomi
Indonesia yang berhubungan dengan produk bank asyaBank
syariah kurang mendapat jaminan dari hukum yang ja@aterdapat
kecurangan dari pihak pengusaha dalam menggunaien Headaan
ini berlaku sampai saat ini sehingga bank syarieahgaluarkan dana
didasarkan atas dasar kepercayaan, dimana bank dippecaya bila
didukung atas kelengkapan administrasi dari perigus@leh karena
itu masyarakat yang menggunakan prinsip bagi masmiliki status
orang yang dipercaya oleh bank syariah untuk memuatiag di sector
rill. Namun dengan kepercayaan ini, tidak beraréinlb syariah
membiarkan pengusaha menjalankan usahanya seetiab sbank
syariah memiliki fungsi kemaslahatan. Jadi bankriafiamemiliki
peluang untuk mengendalikan usaha nasabah untult kerhadap
kesepakatan penggunaan dana. Tetapi dalam praktélamk syariah
tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi pengasah
sepenuhnya. Inilah yang menjadikan bank kurang bisa
memprediksikan bahkan cenderung berspekulasi a&ds®mpbangan
usaha yang dilakukan pengusaha, apalagi nantigssdgenyampaian
laporan keuangan bank tidak memiliki control permielakukan
pengecekan dalam laporan kegiatan tersebut.

Di dalam mudharabahsendiri, keuntungan yang didapat oleh

bank menjadi belum pasti, karena pelaku usaha yaegjalankan
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usahanya bisa untung dan bisa saja rugi selainistusaja si nasabah
melakukan kecurangan, sehingga pihak bank pun mangasaturan
berupa jaminan yang bertujuan untuk mengantisipesiko apabila
nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaidianeat dalam
akad karena kelalaian ataupun kecurangan yan dikabakarena
pengusaha. Jaminan hanya dapat dieksekusi apabilaukti
melakukan pelanggaran yang telah disepakati didalakad.
Penyimpangan yang dilakukan bisa berupa membuabrdap
keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan sela@aran
keuntungan. Bank syariah dapat meminimalisir rigikougian akibat
dari pembiayaan yang bermasalah dengan cara janmmsalnya,
karena dana bank yang diberikan kepadalharib merupakan dana
yang berasal dari nasabah lain yang mempunyai ikalellana. Oleh
karena itu bank harus bersikap amanah dan bertagggwab serta
berperinsip kehati-hatian dalam penyaluran danaipata dalam
pemberian pembiayaan, karena apabila hal tersétait tipegang
oleh bank maka bank akan menjadi kekurangan keysaoadari
masyarakat sehingga likuiditas bank pun menjadiaktithaik juga,
sehingga jaminan pada bank syariah merupakan langkag tepat
karena dalam kondisi pebisnis atau usaha yang nkaséimg tingkat
kepercayaan padanudharib maka bank syariah apabila tidak

memberlakukan jaminan maka posisi bank menjadk testi.
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Penetapan jaminan untuk setiap pengajuan faspssbiayaan
ditetapkan oleh pengurus lembaga keuangan. Jamieajadi salah
satu unsur analisis dari pembiayaan, oleh karangarminan yang
diberikan oleh anggota kepada TAMZIS harus dini@da saat
analisis pembiayaan. Besar kecilnya nilai atau dgagninan harus
sesuai atau sama dengan pembiayaan yang diajukan.

Dalam aturan mengenai pembiayaamudharabah pada
prinsipnya dalam pembiayaan tidak ada jaminan, managar
mudharib tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan
syariah dapat meminta jaminamalam teori yang ada para ulama
berbeda berpendapat mengenai adanya jaminan dadambigyaan
mudharabah.Imam Syari’l dan Imam Maliki berpendapat bahwa
dalam pembiayaamudharabaldilarang adanya jaminan atau agunan,
dikarenakan akan menimbulkan cacat atau ketidageladalam
pembagian keuntungdrDitetapkannya jaminan dalam pembiayaan
mudharabahlebih didasarkan dalam penerapan metode ijtihad) yan
tidak bermaksud untuk mengesampingkan dari hukwaimygs namun
lebih didasarkan pada prinsip penggunaaan megiidhsan. Metode
ini pada prinsipnya yaitu mengutamakan tujuan urkeiknaslahatan

dan menolak kemadharatan.

* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/I80R
® lbnu Rusyd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashiderj. Imam Ghazali Said &
Achmad ZaidunBidayatul Mujtahid : Analisa Figih Para Mujtahid]akarta : Pustaka Amani,
2007, him. 107.
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Dengan banyaknya nasabah yang mempercayakan Farthny
lembaga keuangan, maka membuat dunia perbankanedaraga
keuangan lainnya harus mengedepankan prinsip keatidn dan
menghindari tingkat resiko yang kemungkinan terjaalkibat
perbuatan yang tidak diinginkan. Menurut penuligrgé jaminan
dalam pembiayaan menjadi keharusan, untuk memirsmaigkat
resiko yang ada.

Dalam akad pembiayaamudharabahdi KJKS Baituttamwil
TAMZIS, mitra bisnis yang dibebaskan dari jaminalaln yang telah
sering bekerja sama atau banyak melakukan peminiagieagan
TAMZIS dan plafon pembiayaannya kecil. Berarti dalbal ini telah
tercipta eratnya kepercayaan antara nasabah danZIRAMebagai
shahibul maal Yang membuat adanya kesepakatan atau persetujuan
dalam pengajuan pembiayaamudharabah tanpa menggunakan
jaminan.

Dalam penentuan persetujuan pembiayaan, untuk meysu
secara menyeluruh untuk mengantisipasi resiko TAB14uga
menggunakan prinsip 5C, yait@harakter, Capacity, Capital,
Condition of EconomydanCollateral.

1. Characteradalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan.

Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangama
pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secard kasakter

nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagaak pdi
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lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dambaga

pembiayaan lain.

2. Capacity atau kemampuan nasabah menjalankan usahanya dan
mengembalikan pembiayaan.

Kemampuan ini sangat penting untung menentukan rbesa
kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahuahkguman bayar
nasabah terhadap cicilan dari pengembalian pendriayang akan
diberikan. Informasi ini dapat digali dari data kegan usaha.

3. Capital atau modal.

Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar nyada
digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu dikam data
langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkanggmatan
langsung ke lokasi atau laporan keuangan
4. Condition of Economydalah situasi dan kondisi ekonomi yang

berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan olshbaa baik
dalam skala mikro maupun makro.
5. Collateral atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabahy y

diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi

B. Analisis Rukun dan Syarat dalam Akad Pembiayaan Mudharabah
di KJK S Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara
Figh muamalah menjelaskan dengan secara jelas ma&nge

prinsip-prinsip muamalah. Terdapat beberapa prpsimsip yang

85



harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya sdgdam
memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hahjuikan
tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkanulgean terhadap
orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikaangr lain,
sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pegangjawabannya.
Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dimaksudkanlanda
pembahasan ini adalah penggunaan prinsip muamalaim Koperasi
Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Oleh karena dalaKSKihengacu
pada syari'ah Islam , maka aturan dalam figh muamahenjadi
indikatornya. Artinya, sesuai atau tidaknya mekaeisdalam KJKS
itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengamsipiprinsip
muamalah.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalahadirya
unsur saling adanya kerelaan antara kedua belahk.piRrinsip

tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam :

&N LA Lo de A AVOROK OO
oo BXURGOE -9 7
BXMADHOEe &

¢ >Z0%0¢<= LA+ OO EOM
SO PeRNO Q220N W@a e N
ITeR OO00ONE  &NAAE
ce @] PRAEGRQNY RV 00+
BXMADIHET D &

A Forde OQRO G FLAZR0> A0
s TOONOEM0 JENEN €8 LX)
EXHGP
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlami
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yaihgkbatiali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka-saka di
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepatiamu.
Allah melarang mengambil/memakan harta orang langdn

jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaamng yberlaku
dengan suka sama suka. Maksudnya bahwa dalam mdrata,
dengan cara berniaga atau berjual beli dengan Haetdasar suka
sama suka tanpa didasari dengan adanya suatu palaaaalah satu
pihak. Karena bermuamalglang disertai adanya paksaan maka tidak
sah walaupun ada bayaran ataupun penggantinya.

Prinsip dasar muamalah di atas seharusnya melaadagya
jaminan dalam pembiayaan, karena kepercayaan mnkemipdasar
utama. Hal tersebut bertolak belakang dengan pkaktd yang terjadi
di dunia perbankan saat ini. Di TAMZIS pelaksang@mbiayaan
tidak terpacu pada kepercayaan, karena jaminanrstldh menjadi
syarat mutlak dalam pembiayaan. Kepercayaan hanganiliki
prosentase kurang dari 50% bahkan jauh dibawahaymbila
anggota pembiayaan memberikan jaminan tanah, miataksasi
yang diambil adalah 80% dari nilai harga jual pabkal tersebut tentu

menjadi landasan utama dalam pengesahan pembiayaag

diajukan.

©Q.S. An-Nisa : 29
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Dalam figh muamalah juga dijelaskan mengenai puHpsinsip
muamalah dengan jelas, yaitu :
1. Pada asalnya muamalaitu boleh sampai ada dalil yang

menunjukkan pada keharamannya :

HOMERE QN LA Lo S 0D
KV AT Ba e ONx 08 22w

2= s P ONORY
7] _1=Ne) OO PIoRe I

N0 - BIOO OWwa I
AAF @A O <V —7=QR 0o

>0 g =20 OUORORIR
<AANHON HACTXI*x P M = AN
RSP

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala gada di
bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakamjit, lalu
dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetalagala
sesuatd.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT mencgrtak
segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanyak u
dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia.

2. Muamalahitu mesti dilakukan atas dasar suka sama saka (
taradhin);

3. Muamalahyang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan
menolak madarat bagi manusigllf al-masalih wa dar'u al-
mafasid;

4. Muamalahitu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi,

spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkiah syara’.

"Q.S. Al-Bagarah : 29.
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Prinsip-prinsip muamalahuga mengenal adanya keterbukaan
dalam transaksie@ad, dan prinsip itu diantaranya :
1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang k{pipang
melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transgksig dilakukan
jelas-jelas telah melanggar aturan syari’at. Ppingii sesuai

dengan Firman Allah SWT :

&N LA Lo de AV OO
23 0=>o20000 BXMUORGGL 3~

g N OA>ORD M W@a s N
27w {6 EHNONL
SHORDr e Ga e 2O0RNC0E & @8
Slle] I~ [2a N©) 0L 2- RANE)
L X3 RAN2TRdRY JAL7EGOEEH N
N.ONOOD @a I OPHer=0.42>
O RO ARE-RORKO JFtes=x0Lle0
AVl 3-8 REAEVG+® A Z oS

&P COOKORDB
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilajadc
agad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecymhg akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan ktida
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjdicgin
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menuang y
dikehendaki-Nya&.

2. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksamasecara
bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selamak tid
bertentangan dengan syari'at.

3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka relagah tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun.

8Q.S. AL-Maidah : 1.
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4. Syar’i (pembuat hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan
transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas amg laik,
sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dgelpemngan
dapat dihindari.

5. Setiap transaksi dan hak-hak yang muncul dari satusaksi
diberikan penentuannya padaf atau adat yang menentukan
kriteria dan batasbatasnya.

Mengingat betapa pentingnya prinsip-prinsip muamajang
sudah dijelaskan dalam Hukum Islam, maka penulisigagakan
studi lebih lanjut tentang praktek-praktek tersebBiéntaranya yaitu :
1. Menghindari bentuk-bentuk paksaan.

Manifestasi lain dari adanya prinsip tanpa adangksgan ini
adalah adanya tuntutan bahwasanya barang atauragyapg akan
menjadi obyek hendaknya dinegoisasikan dan ditara@tas dasar
kesepakatan mutualistik. Tidak ada satu pihakpungyaerasa
dirugikan dari akibat adanya transaksi tersebut.

2. Bebas dari penipuan.

Dalam usaha mengeliminasikasemua kemungkinan bentuk
penipuan dan persengketaan, serta menjaga habhgl gieh Islam
sangatlah dibenci yaitu terjadinya pertikaian, lzahttdak jarang yang
diakibatkan dari penipuan itu bisa menjadikan pepgahan darah.
Maka Allah SWT memerintahkan agar semua bentuk salesi

hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang jelagiialis di atas
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kertas perjanjian dengan dihadiri oleh beberapais#élal itu sesuai

dengan Firman Allah :

@0 LA Lo de crA OOk OB

S ORD BXFORG 485 @7
Y eRNO R AANVC IO A @ e
G+ORODY WxAYOWL XOEERO
gl €M EEH € JBo g0
J2AE@Cr O %= HEINEG0uw e

FYLOAD Y Wa o N EEg, o B

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kam
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yantgntlikan,
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah sequanglis di
antara kamu menuliskannya dengan berfar....

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orgagg
beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketedtleh SWT
setiap melakukan perjanjian perserikatan yang titlahkai, yaitu
melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga lalti itu dapat
dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihangyaungkin
timbul di kemudian hari. Sedangkan alat bukti kmdiri ada banyak
sekali, di antaranya :

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “jutulis”, yang

menuliskan isi perjanjian yang telah dipastikanholkedua belah

pihak. Syarat-syarat juru tulis itu adalah :

°Q.S. Al-Bagarah : 282.
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1)

2)

Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidakemihak
kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang daitu
merugikan pihak yang lain;

Hendaklah *“juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum
Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum
perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasihat dan
petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjan;
karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab damjaei

juru pendamai antara fihak-fihak yang berjanji skzamya

terjadi perselisihan dikemudian hari.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahuadiagja
sesuatu kejadian atau peristiva. Dan menurut ayajpeérsaksian
dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan olehodang laki-
laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki hotlakukan oleh
seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

3. Bersifat jujur dan menghindari dari sifat dusta.

Hendaklah jangan berdusta manakala melakukan #singh
antara dua belah pihak, karena itu merupakan diradakan yang
akan memberikan suatu kepercayaan diantara keduabDwa
kejujuranlah yang menjadikan transaksi yang dilakkan akan

berjalan dengan lancar atau tidak.

92



Penjelasan-penjelasan di atas telah menggambagtamaksanya
muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur
hubungan hubungan antar orang dengan orang laiar golongan
satu dengan golongan yang lain, maupun mengatuwmgan pribadi
seseorang dengan badan hukum, dan sebagainya yasih m
berkenaan dengan permasalahan muamalah, baiknagaa maupun
yang lainnya.

Setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bdrsifaiawi
maupun ukhrowi pada dasarnya tidak terlepas pgdartymaqosyid)
dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitaselert. Dengan
berbagai macam sudut pandang terhadap esensipdayaag hendak
manusia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tickgkutup
kemungkinan proses untuk menuju pada tujuan madEEyi
bermacam-macam.

Maka sering diantara kita yang menemukan dalil yaegdorong
untuk melaksanakan perdagangan dan perniagaam $slagat jelas
menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatarpbedpgangan
dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap oramgmperoleh
penghasilan, dan dapat menafkahi keluarganya lsersedekah untuk
orang yang kurang beruntung.

Prinsip dasar muamalah pada dasarnya diatur se@denmikpa di
dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits merupakamiser hukum

Islam yang secara jelas dan nyata menjelaskan mandemikum
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Ekonomi Islam atau muamalah harus terbebas daur uite, gharar,
maisir, serta praktek yang mengarah pada kemadimarahtuk
manusia. Hal ini dalam praktek muamalah menjadbipeangan
serius, dimana akibat dari hal tersebut berimpiikegla perbuatan
melanggar hukum.

Perbankan syari'ah dalam bermuamalah, melaksanakan
produknya menggunakan  prinsip-prinsip  muamalah, gyan
mengedepankan adanya kemaslahatan dibandingkandkaratan.
Dalam praktek jaminan pada akad pembiayasudharabah
berdasarkan syarat dan rukunnya haruslah sesugawuleprinsip-
prinsip muamalah. Karena prinsip-prinsip tersebahjadi tolak ukur
perbandingan antara perbankan syari’ah dan perhddtvensional.

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB Il bahwasaeydapat
nasabah atamudharibyang mengalami kesulitan dalam mengangsur
pembiayaan yang telah diterima atau disepakatidd®arkan kaidah
muamalah yang ada yaitu muamalah mendatangkan kdrats dan
menolak kemadharatan bagi manusia. Di KJKS Baitwitih
TAMZIS Cabang Banjarnegara, yang melakukan akadbpgm@aan
mudharabah mayoritas adalah kalangan pedagang. Jadi dapat
dikatakan bahwasanya tidak selamanya pedagang fagenga
keuntungan, tapi juga kerugian. Yang akhirnya dapanhjadikan

mudharibkesulitan dalam mengangsur pembiayaan.
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KJKS Baituttamwil TAMZIS dalam hal penyaluran dakepada
masyarakat tidak terlepas dengan adanya jaminan atunan
semenjak adanya aturan yang dikeluarkan oleh De@wgari’ah
Nasional mengenai diperbolehkannya jaminan dataodharabah
dimana jaminan (agunan) disini berfungsi sebagaingpat
kepercayaan lembaga keuangan syari'ah untuk mekalperi
pembiayaan kepada anggota.

Jaminan atau agunan merupakan harta benda mbikudetau
pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayartgkgdi wanprestasi
terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaanilikiebeberapa
fungsi yaitu menambah tingkat kepercayaan pemibkad kepada
pengguna dana, menjaga amanah yang diberikan petaita kepada
pengguna dana, meningkatkan tingkat kehati-hatemgguna dana
dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan ragguag jawab
untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Sel&in fungsi
jaminan dapat menjadi alat pembayaran hutang sesmdaerjadi
wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalangmengkan atau
menjual jaminan tersebut. Dengan adanya kepercagtenadanya
jaminan atau sebagai indikator penentuan jumlahbpgyaaan yang
akan diberikan kepada pihak debitur, maka pemberiEma
pembiayaan tidak boleh melebihi atas harga jualarzaryang

dijaminkan.
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Dalam hal ini jaminan dalam pembiayaan bank syariah
menempati posisi pendukung atau penguat bagi bantuku
memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tesapaiknya
jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaafainkan
sebagai penguat dari penilaian analisa kemampugar lokri pihak
ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usamg dijalankan
oleh pihak ketiga (debitur).

KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara berage
dengan konsep syari’ah, tentunya setiap tindakdandfsi oleh
syariah itu sendiri. Salah satunya adalah perl®ly& benar-benar
menjaga jaminan anggota yang diamanatkan dengak tan
menerapkan kepercayaan terhadap anggota pembiaysimarabah
Di dalam memberikan pembiayaan dan memantau jadéanusaha
yang dilakukan oleh mudharih TAMZIS juga harus lebih
memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasdeni Islam
guna terciptanya kemaslahatan bersama berdasarkasipgprinsip

muamalah.
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